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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIEOTA METRO
NOMOR 2% TAHUN 2017

TENTANG

TATA LAESANA IZIN LINGEUNGAN UNTUK JENIS RENCANA
USAHA DAN/ATAU HEGIATAN YANG WAJIE UPAYA PENGELOLAAN
LINGEKUNGAN HIDUP DAN TPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EEA

WALIEQTA METRO,

bahwa dalam rangks memberikan perlindungan tethadap
lingloumgan hidup vang lestari dan berkelanjutan serta
meningkatkan pengendalian uvsahe dan/etau kegiatan
vang berpotensi menimbulkan dempak negatif terhadap
lingkungan hidup;

bahwa untuk mclaksanakan kcotontuan Pasal 23, Pasal
41 dan Pasal 56 TIndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
serta Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang lxin Lingkungan;

bahwa semakin banyak usaha dan/atan kegiatan yang
wajiby membual Dokumen UKL - UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup) di Kota Metro yang wajib membuat  izin
linglungan, maka perlu menelapkan Peraturan Walikoks
tentang Tata Laksane [zin Lingkoungan unmbk Jenis
Rencana Ussoha dan/aton KHegiatan vang Wajib Upesa
Pengelolaan Linglungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkunean Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanhan, Kabupaten
Dt 1T Lounpung Timur Jdan Hotamadya Dari 1T Metro
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Talvan 1999 Nomor
43, Tamhahan lembaran WNegare HRepubhk Indoncsia
Mormor 3R25);

Undang-TUndany  Nommor 32 Tahun 2008 lenlang
FPerllindungan dan Pengelolasn Limgloungan Hiduop
[Tembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
135, Tambahun Lembaran Negara Republic Indonesia
Mommnor Dl5d);
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3.

B,

10,

11.

12,

Undang-Undang Womor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembacan
Nepara Republik Indonesia Tabhun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lemboran Negoro Republik Tndonesia MNomnor
5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan  Daersh  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahun Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor S5587) scbagaimana
idah dinbabh beboraps kali lerskhic dengan TTndang-
Unlemig Nowmor 9 Talnan 20157 (Lembearan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Loembaran
Megara Kepublik Indoncesia Nomor 36749);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admimistrasi Pemernntahan [Lembaran Negarma Hepablik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomeor 3601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tabhun 2012 tentang Izin
Lingkungon {Lembaran Negora Hepublik Indenesig Tabun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokornen
Lingkungan Hidup (Berita Nepura Republik Tndonesia
Tahun 2012 Nomor 408);

Podaturan Mcontori Mogara Linglungan Hidup Nomor 17
Tahun 2012 tcntang Pedoman Keterhbatan Masvarakat
dalam Proses AMDAL dan Izin Lingloungsan;

Peratiran Menteri Negora Linglkungan Hidup Nomor 08
Talnin 2013 tentang Tata Loksann Penilmian  dan
Perneriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan

[zin Lingloangan;

Peraturan Dacrah Eota Metro Nomor (01 Tahun 2012
tentang Roncana Tata Rusng Wilayah Kola Melto Tahun
2011-2031 (Lembaran Dacrah Keota Metro Tahun 2012
Nomor 1, Tambahan Lembwran Daerah Koo Metro
Momaor 1),

Peraturan Daerah Kota Meftro Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perlindungan dam Pengelolaan Lingkangan Hidup
(Lembaran Daceeh Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahon Lembarun Daerah Kota Motro Nomor 4);

Peraturan Dacrazh Kola Meun Nomor 7 Tahun 2013
tentans Pembenlukan Produk Hukom Dacrah (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambmban
Lembaran Dacsrah Kota Metro Momer 7);
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Menciapkan

13. Pernturan Dacrah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dun Susunan Peranpkuat Dasrah
Kota Metro (Lembaren Ducrah Kota Melro Tahun 2016
Nomor 24, Tambahan Lembarun Daerah Kota Metro
Nomaor 24);

MEMUTUSEAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA IZIN
LINGKUNGAN UNTUE JENISE RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGEUNGAN HIDIP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP.

BABT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;
1. Dacrah adalah Kota Metro.

2. Pemerintah Daerah adalih Pemerintah Kota Metro vang
terdinl dari Kepala Daerah beserta Perungleat Daerals,

3. hcpala Daersh adalah Waliloota Meiro,

4. Dinas adalah Dinas Lingloongan Hidup Kota Metro.

3.  Kepala Dinas Lingkmgan Hidup adalah Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Metro.

5. lzin Lingkungan adalah izin vang diberikan  oleh

pemnerintah daersh kepada setiap orang vang melakukan
usaha dan/atau kegiatan vang wajib AMDAL atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagsi prasvarat memperoleh izin
uaaha dan/atau kemotan.

7. Upaya Penpclolaan Lingkungan Hidup dan  Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang sclanjutnva disebut
UKL UPL adalah pengelolaan dan pemantavan terhadap
useha dan/ataun  kegiatan yang berdampak  penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyclenggara usaha
dan/alau kegiatan,

8  Usaha danfalau Kegiatan adalah scgala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubaban lerhadap zona
hngkungan hidup scrta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan hidup.

9. Heckomendasi UEL-UPL adalah upsya persetujuan
terhadap sualu ussha danfatau kepialan vang wajib
UKTL-UPL.

10. Pemrakarsa adalah  setiap oromg  atau  instansi
pemerintall yang bertanpgpungjuwab ataz suatu uszha
don/atan kegialan vang akan dilaksanakan.

11. l=zin Usaha den/alsua Kegiatan adalah  ign  vang
ditcrbitkan oleh instansi telmis unmik melakuksn usaha
dan /atau kegiatoo.
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Pasal 2

Setiap usaha dan/atau Keglatan yang walib memilild UKL-UPL wajib memiliki
Izin Laingkungzn.

Izin Lingkungan sebogaimana dimaksud pada ayal (1) diperoleh melalul
tahapan keginfan yang mchput: :

a. Penyusunan dokumen UEL-UPL;

b, Pemeriksaan dokuamen UKL-UPL; dan

¢. Permohonan penerbilan dan rekomendasi [zin Lingkungan.

BAR II
PENYUSUNAN UKL-UPL
Paszal 3

Pemrakarsa wajib mensvusun dokumen UKIL-UPL untuk usaha darn fatan
kegiatan vang dilalukannya.

Penvusunan dokumen UKL-UPL wajib dilakukan pada tahap perencanasn.

Lolkasi rencana Usaha dan/atan Kegialan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib sesual dengan Rencana Tata Fusang,

Dalam hal lokasi Rencana Usaha danjatau Kegintan tidak sesuai dengan
Rencana Tata Kusng, UKL-UPL tidak dapal diperiksa dan waujil dikembalilkkan
kepada Pemrakarsa.

Dokumen UKL-UPL scbagaimana dinaksud pada ayal (1] merupakan syarat
dilerbitkannya lzin Lingkungan.

Lan lingkungan scbagwimana dimaksud peda ayal (3) merapekan syarat
diterbitkannya lzin Deahsa.

Pazal 4

Penvusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud delam Pasal 3 ayat (1]
dilakukan melalui pengisian formulic UEL-UPL  dengan [ommal  yang
ditcntukan.

Formal sebogaimana dimaksud pada ayal (1) paling sedikit mermual
a. Identitas pemrakarsa;
b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan terdin dan :

- MNama rencana usaha dan/atau kegiatan;

- Lokasi rencana usahs dan/atou kegiatan dan dilampirkan peta yang
sesuai dengan kaidah kariografl dan/atau flusirasi lokasi dengan skala
vany memadai;

- Skala/besaran rencana usaha dan/arau kegiotan;
- (aris besar komponen rencana usaba danfatan kegiatan,

¢, Dampak lingkungan vang skan terjadi dan program pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidogs;

d. Jumlsh dan jenis izn perfindungan dan pengelolaan inglongan dup
vang dibutuhkan;

e. Permyataan kemitmen pemrakarsa untuk melaksanalkan keleniuan yang
tercantum dalam (oermote TTHL-UPL;

[, Dafar Pustaka; dan
v. Lampiran.
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Pagal 5

Talam Pemeriksaan Formulir sebogaimana veng dimaksud pada Pasal 2 ayal (2]
huruf b dilskukan :

"

(1]

{2]

[

(<

[5)
)

(7}

(5]

{4

(1.0]

(1]

{2)

[:3)

Prmbentukan Tim Pengkafian Dampak Lingkungan UKL-UPL yang ditetaplkan
dengan Kepulusan Walikots,

Penpumuman sehelum dan sesudah diterbitkannya lzin Linglongan;

Perrakarsa melampirkan syvarat dokumen tambahan yang berupa hasil
analiza uji wir bersih, rekomendasi camat, izin inpgkungan sekilar.

BARE III
PEMERIKSAAN TEL-UPL
Pasal &

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimalksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah
diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Walikola melalul Dinas Lingkungan
Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup melakulkan pemenkssan kelenpkapan administras
tormulir UKT-UPL.

Apubila hasil pemeriksaan  kelenpkapan admiustras foreoulir  UEL-UPL
dinvatakan tidak lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan
UKL-UPL kepada Pemrakaraa.

Apabila hasil pemeriksaan  kelengkapan sdministrasy formulir UKL-UPL
dinyatakan lengkap maka Dinas Linglungsn Hidup melakukan pemeriksaan
UKE-UDL.

Femnerikcsaan dokumen dilakukan oleh Tim Pengkajian Dampek Linglkungan.,

Untuk mendapatkan informasi tambahan atau memastikan kescsuaian aturan
vang lercantam pada dokumen UKL-UPL yeng diberikan olelh pemrokarsa,
maks Tim Telnis Dinus Lingkungan Hidup dapat melakukan  venhkas
lapangun dan paparan.

Pemneriksasn dilakuksan dalam jangka wakm 14 (umpat belas) han sejzk
formulir dinyatakan lengkap secara adminisiTasi.

Jika berdasarkan hasil pemcriksssn, dolumen dianggap udak memenuhi
eyarat, dokumen dikembaliksn kepada pemrakarsa.

Pemrakarsa wajib melakukan perbaikan dalam rentan waktu 5 (lima) hari
scjak dinyatakan dokumen memenubil syarat.

Jika memmenuhi syaral diterbitkan rekomendasi, rckomendasi harus terbit
paling lama | {satu) hari sejak berknas dinyutalkan lengioap.

Pasal 7
Berdasarkan pomerikssun sebagaimana dimaksud dalam Pusal & ayat (4],
Dinas menerhitkan Rekomendasi UKL-UPT.

Dinas menerbitkan lzin Lingkumgan dengan tanggal yang bersamaan dengan
dikeluarkannva Rekomendasi UEL-UPL.

Fenerbitan Rekamendasi UEL-UJPT. dan Ponerbitan Izin Lingkungsn dilaloakan
olch Dinas,
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BAB IV
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGHUNGAN
Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan
Pasal 2

Permobwnan lzin Lingkungan disampailan berssmaan dengan dokmmcen pendirian
usaha dan/atan kegialan, profil usaha dan/atau kegiatan dan Formulir UKL-TPL.

(1]

(2]

(-3

(=

11

i2)

(1)

(2]

Pasal 9

Serclah menerima permohonan kzin Lingkungoan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Ninas wajib mengumumkan permohnonan lan Lingkungan,

Pengurmuman sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan mclahy
multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan fatau Kegintan paling
lama ? [(dua) harl kerja terhitung sejek formulir UKL UPL yang diajulean
dinyatalan lengkap secara administrasi.

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapal, dan tanggapan terhadap
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat () dulam jangks wakiu paling
larna 3 [tiga) har kerja sejak diumumkan.

Saran, pendapat, dan tanggapan sebupaimana dimalsud pada ayat (3) dapat
disarnpaikan kcpada Walikota melalu Dinas,

EBagian Hedua
Penerbitan Izin Lingkungan
Pasal 10

lzin Lingkungan vang telah diterbilkan oleh Minas wajib dinmumlban melahu
media massa dan/atau multimedia sehageimana tercantum dalam Lampiran
T vang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Walikeora ini,

Pengumuman scbagaimana dimaksud pada wyal (1) dilabukan paling lama
(lima} han kerja scjak diterbitkan,

Pasal 11

Penanggung jawsb Usaha dan/atau Keglatan wajit mengajukan permohonan
perubghan lzin Tangkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang iclab
memperoleh Tzin Lingkungan direnconakan untik dilskukan perubahan.

Perubashan Usaha danfatau Keginian scbagaimena dimaksud pada ayat (1}
meliputs :

a. Perubahan kepemilikan Usaha danfalaa Kegiatan;

b. Perubahan pengelolaan dan pemantauun lingkungan hidup;

¢. Perubahan yang berpengaruh lerhadap lingkungan hidup yaog mermenuhi
Lriterin ;
1. Perubahen dalam pengpunaan alat-alal produksi yang berpengaruh
terhadap lingkungan hidup,

2. Penumbahan kapasitas produkai;
3. Perubahan spesifikasi telinik yang mempengarahi inglungan;
4. Pecrnibahan sarana Usaha dang/atau Kegiatan;



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

)

()

i

(G}

(1)

(2]

Perluzsan lahan dan bangunan [Fsaha danfatau Kegatan;
Perubahan walti atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatang

e M-

Usaha danfatau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di
dadarn Txin Linglungam,

5. Tcradinya perubanan kebijokan pemerinah yang diwjukan dalarm
rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
dan/ atau

9. Terjadi perubwhan lingkungsn hidup yang sangat mcndasar aldbat

peristiwa alam atan karena akibat lain, schelum daon pada walkou Usaha
dan/fatay Keglatan yang bersanplutan dilaksanalkan.

d. Terdapal perulahan dampak danfatan nsiko lerhadap lingkungan hidup
berdasarkan hasil kajian analisis risiko linglkungan hidup dan/atau audit
lingkungun hidup yang diwajibkan; dan/atau

e. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Eegiatan dalam jamghka
waklu 3 (liga) tahun sejak diterbitkannya Tzin Lingkungan.

Sebelum mengajukan permohonan perubehan [zin Linglungan schagaimeana
dimaksud pada aval (2) hurof e, hurul d, dan hural e, penanggung jawab
Usaha don falau Kegiatan wajib mengajulkan Rekomendasi UKL-UPL.

Penerbitan perubahan Kekomendssi UKL-UPL dilakukan melalul penyusanan
dan pemeriksaan VKL-UFPL baru.

Penerbitan perulmhan Rekomendasi UKL-UPL sehagaimans dimaksud pade
avat (4] dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/aluu Kegiatan tidak
termasuk dalom kritera wajib Amdal.

Penerbitan  perubahan  lzin  Lingkungan  dilakukan bersamasn dengan
Eelkomendasi UKL-LPTL.

Bapian Ketiga
Kewajiban Pemepang Izin Lingkungan
Pasal 12
Pemegang lzin Lingkungan berkewajiban

a, Menaatl persyaralan dan kewajiban yang dimuat dalam lzin Lingkungar
dan izin perlindungan dan pengelolaan lingloungan hidup;

b. Membuat dan memyampaikan laporan pelaksanasn lerhadap persyaraian
dan kewajiban dalam lLan Lingkungan kepada Walilota melulul Dinag.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b disampeikean secara
berkala setiap & [cnam) bulan.

BAB V

PENDANAAN
Pasal 13

Penyusunan Dokumen UKL UPL  didensi oleh  Pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan,
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BAE V1
SANKSI ADMINISTRATIF
Fazal 14

Permnegang 1Zin Lingkungan yang melanggar Letentuan sebagaimana dimaksid
dalam Pusel 12 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi adminisiratif yang meliputd :

u. Teguran lerlulis;

b  Paksaan pemcrintah;

o, Pembokuan Izin Lingkungan; atau

d.  Pencabutan Izin Lingkungan.

BARB VII
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dukumen Linglkungan wang telah mendapat perselujuan  schelum herlaj:_ung.ra
Peraiuran walikols ini, dingataksn tetap berlalon dan dipersamalesn sebagal Ian

Linglkungan.
Pasal 16

Peraturan Walikota ni mulai berlalon pada tangeal diundangkan.
Agar sciup orang mengsrahuinys, memenntahlan pengundangan  eraluran

Walikota ini dengan penerppatannys dalam Berita Daerah Kota Metro.
AR A HIERAS s |
S ==l Ditetapkan di Meto
bt i o pada tanggal: (& fBabay 2017
WP ;/F —r WALIEOTA METRO,

T e - : _ [} WH
R TR q‘fﬂ[ﬂj 3 s L m};‘&p PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal: e gk 2017

SEERETARIS D EOTA METRO,

A. N AT

b=

]
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUR 2017 NOMOR... 2.

o Ty—
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Lampiran I @ Perataran Wahkola Metro
MNomor @ 32 Tahwun 2017
Tanggal : (B obtebe 2017

FORMULIR PERMOHONAN [ZIN LINGKUNGAN

Nomor T T Kopada Yih ©
FAMTOPATY. 5 iieciibiasasrbsanriiss
Perihal : Permohonan Izin Linglungan Wulikota Metro
Cay. Kepala Dinas LI
ch
Tempat

Dengan ini kami mengajukean permohonan Izin Lingkungan dengan clstta-dla L
sehapai heriloat:

Form 1. Identitas Pemraloarsa

1. Moma Pemohoil B g e v e e s B S A P L A S G L A, b
2. A larnal e L e g T T S e R

......................................... Kode Pos : | DR, .
3. Nomor Telp/Fax o] R e e e i R it M P S R

4. Alamat e- mail

Form 2. Dokumen Pendirian Usaha dan/fatan Kegiatan

1. Mama [*cTuashaan L e o e e e L i M S e N R T ke
2. Alamat B s e e e e

........................................ Kode Pos : [ ety
3. Nomor Telp/ Fax T enmis RS i peias e A e S R e
4, Jenizs Usaha G T S L S e P S e
3, No./Tanggal Akle Pendirian @ ... AR A S m A A i g
7. No./Tel lzin Lukam et R A el oy A S R A T T B AL A i LT i
8. NojTel. Rekomendasl KA i e e

Form 3. Profil Usaha dan/atau Kegiatan

Keterangan vang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan |
Tuliskan uknran hsdn dan atau panjang dan alaw wolume don alay kapasitas atdu
besaran luin yang dapat digunakon untuk memberikan gambarar lenfang skolg
kegiatar.
Sebugal contoh artoara o
1. Bidang Industri : jenis dan kapusitos produkst, jumih bahan bobi dan
penalong, furlnh penggunacn energi dan umiah penggunaarn air.

2, Bilung Pertambangan : luos lahan, cadongun dan kualitas bahan tombang,
panjarty dan luas ntas wi seismik dan pemiah hahan peledok.

3. Rideng Perhubungan : luas, purjong dan volume fasiitas perfudbungan yang
akon dibangun, kedalaman tambotan dan bobol koapol sondar dan wkuran-
ukitran lain yong sesual dengean bidang perfubungan.

4 Pertamian ¢ Luas rencona  usaho  dengotou kegiatore, kapastias  und
pengulahan, jumiah bahan baku dar penolong, furmdeh penggunaan eneryi dan
Jurridoh pengorincarn air.
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5. Bidang Purivnsata : Luas lahan yang digunakan, luas fu.fﬁ!ims parivisata yartg
akan dibangun, fumleh kamar, umiah mesin laundry, umlah hole, Ropasitas

tempat dudik dan tempal hikuran don jumlah restoran

e e o A A P BT R B

-?.\-‘I‘.LF-H.IQI-
LRS- T LR

o ; i
i_ PARAT MIER~A

Lo ot .
o Waril Watikoka ...

i_ il 5 e A

e e s e = .

i

:! fen ......—I.. .

o APTTTAR. HaddE s o =
A | Wepals Bagien Hiam |

|- s g e e e —
-t i
P Rasubibsg fﬁl".u." ...... !

e e i i R B

PEMOHON,

Ttd

WALTEOTA METRO,
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Lampiran IT : Peraturan Walikata Metro
Nomuor : 22 Tahun 2017
Tanggal : & rkRber 2017

PEREYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN LINGRURGAN

AMDAL

NO) DATA YANG HARUS KETERANGAN
DILAMPIREAN _
1L | ekamen Pendinian T=aha AtAw

Hpuiatan

Profil Usaba atau Ke b'_l.EtE‘.'ﬂ ,

il

Dolunen Amdal:
KA dan SK persetujuan alau
konsep KA heserluperoyalaan
kelenglkapan administras

- Draft Andal

| - Draft RKL:"R.FL : |

UKL-UPFL

NO | TIATA YANC HARUS KETERANGAN
DILAMPIRKAN |
1. | Dolumen Pendirian Usaha atau

Kegialah

2. | Profil Usaha alan I:-Lt:gmtan

A | Formulic UKI-LIEL ,

e o o e T e e A e i, iy o e -

| PARAE HIE AR HIS

; ............... E .'.I __m...._.,i;_; WALIKOTA METRO,
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Lampiran I ; Pcraturan Wallkena Mol
Naomor 133 Tahun 2017
Tangeal . 16 pitrhes 2017

PENGUMUMAN

Bcrdasarkan Peruluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasgal 49
lentang Pengumutnan l=in Lingkungan diurnumban babwa

Alamat 5 ¢ At B R S G
oy (SRS BT Koclsiuasis L T | ) T

Alant  diterbitkan  Tzin  Lingkungan  usaha danfataun  keplatan
e vamaeey sehubungan dengan ilu kami mengharapkan
langpapan [ masukan dar mesyarald.

Iomggapan; masukan di  sampaikan paling  lambat. o
satelth pepgumumean ini ke alamat Dinas Lingkungan Hulup Kota
Metru, JI. Tongkal Ex Kantor Pencrangan Kelurohan Yosorejo Kec
Metero Tirour.

Atas perhaliannya divcaplkan teruma kasih.
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Tampiran TV : Peraturan Walikola Mctro
Nomar 53 Tahan 2017
Tanggal © & ek b 2017

PEMERINTAH HOTA METRO
DINAS LINGEUNGAN HIDUOP

Menirmmbang

Mengingail

J. AL Nasution No. SKota Mctro Telp. ((Y25) TR31660

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN.........OLEH............

o

£,

10,

Nomor ; 660/ JIL/D-10/20....

WALIKOTA METRO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraiuran Pemerintah
Momor 27 Tehon 2012 fentamy Izin Lingkungan dinyalakan
bahwa setiap usaha dan/atou kegiatan yang wajib mernilik
Amddal atan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;

bahwa kcgiatan ... oleh .oomermipakan kepiatan yang
wegth meomiliki UKL-UPL;

ks wnlek melakasmakan sehagaimana dimaksid horuf a
dan b i aras, maks perlu diterbitkan Izin Lingkungan yang
ditunds rangsni oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup, atas
nama Walikota Metro,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembontakan
Katupatcn Dati || Way Eamnan, Kabupaten Duli T Lampiang
Timur dan Eolamadya Dali I Metro;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dun Pengclolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tenbang Pembentukan
Peraturan Permndang-undangan;

Undang-Undang Nomaor 23 Talnm 2014 tentang Pernerintahan
Dacruh sebapaimana Lelah diubah beherapa kali lerakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Pemnerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang kean
Lingkungamn;
Peraturan Menieri Negara Linglkunpan Hidup Nomor 05 Tahun

2012 tentang Jenis Roncana Usaba danfatan Kegiatan yang
Wwjits Mermniliki AMDAL;

Poraturan Mentoer Megara Linglungan Hidup Nomor 16 Tahun
3012 tentang Pedoman Penyusunsn Dokumen Lingkuogan
[lidap;

Peraluran Menleri Negara Lingkningan Hidup Normor 17 Tahun
2012 tenlang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses
AMDAL Jdan Tzin Linghungan;

Pernluran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor & Tahun
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Pokumen Lingkungan Hidup Jdan Penerbitan lzin Tinglaingan;

Feraturan Daeroh Kols Mctro Nomor L Tahun 2012 tentang
Rencuna Tata Ruang Wilayah Kota Melro Tahun 2011-20351;
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11. Peratiiran Dacruh Korta Metro Nomor 04 Tahun 2013 tentlang
Perlindungan dan Pengelolaan Tingkungan Hidup;

19 Permturan Dacrah Kora Metro Nomor 24 Tahun 2006 leniang
Pembentukan Susunan dan Perangkat Doersh Kaota Melro;

Memperhalikan @ Surat permmohonan dari ... i ] | 0] A lentang Permohonan

Menetapkan
EESATU

KEDUA

EETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Izin Lingkungan dan Rekomendasi Persetujusn UKL-UPL Noanor
ceeeeeieee tanggzal ... untuk Kegiatan ... ) [ R

MEMUTUSKAN :

: IEIN LIHG‘KUHGAE m[ﬂTAH --------- i--DLEHq-!-I--'! saandidddddssnnnnm

» Memberikan izin ingkungan kcpada :
Naing usaha dan/alau kegiatan
Jemis usaha dan/atsu keglatan
Nama penanggung jawah usaha danfatau keglalan
Jabatan penangsung jawab usaha danyatau kegialan to
Alamat Kantor -
e el T 7T P I L

Deskripsi rencana usaha dan/atal kegiatan
besarmys sHja.

CPLoviiennootdalam  melaksanakon kegiatannya  harus  memoenuliil
persviratan antara lain

4. Melaksanakan porsyaralan sebagaimana tercontum  dalam
LIKL-LTPL;

b, Tan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (FPLH]
wang tordirl alas
|. Izinn pochnvimpanan semenisra limbah B,
2. lzin pengolaban imbah calr [ITLAA); aba

3. Izin PPLH laingya berdasarkan Upays Penpgelolann yang
alzan dilakukan.

. Persyaratan lain yang ditetapkan olch Walikota Metro untuk
kepentingan perlindungan dun pengelolaan lingkungan hidep,
qeperti CER dan sebagainya,

- Instansi pemberi imin wajib memperhatikan lzin Lingkungan

sebapgal syaral ponerbitan izin dalum pelalsanaan kepiatan
sebapaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

T e g PR dalam melaleennakan  kegiatanmyas hams
memenuhi kewajiban  melukukan  pengelolaan dampak
sehugaimana  tercanium  dalam  formulir Upeya  Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
[UEL-UPL) vang morupskan bagian Udale torpisahkan  dorl
Kemimsan Walilota ini.

- Belain  kowsjiban  schagsimena  dimaksud  dulumn diktum

EEEMPAT ,..... dalam melaksanakan kepolannya juga dimints

melaksanakan hal-hal sehagal benkul -

a.  Melakulion  koordinasi  dongan  instansi pusat manpun
daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;



KREENAM

KETUJUH

KHETIELAPAN

EESEMBITAN

KESEPULUH

b. Mcngupayakan aplikssi JR [reditce, reuse, dan recyue)
rerhadap lmbah-limbah yung dihwaailkean;

¢ Pengclolaan limbah B3 alan diserahkan kepada pihiak ketiga
wang memiliki izin sesLed peraluran perundangan;

d.  Menerapkan Standard Operating Procedure (SOF) penmelolan
limbab;

& Melakukon sosinlizust kogialon kepada pemerintsah daerah,
wkoh masyarakal dan warga sctempal sebelum kegiatan

dilakukain;

£, Meodokumentasikall scluruh WepiEan pongeiolaan
linglnangan yong dilalkukan terkail dengan kepintan-kegiatan
tersebhul;

g.  Menyampaikan haszil pelalssnaan  ketomlilall dalom  Izin
Lingkungan soccpatilyd setelah  selesainya  pelaksanaan
kesiatan  ind, lerhitung  =ejale  tangpal ditetapksannya
Kepunisan ini.

. Ponorbitan zin sebagaimana dimaksud Jdalam diktum KEDUS

wajil mencanturnlkan segala persyardlan dan kewajiban yang
tercantum dalan dikbom KEEMPAT dan KTLIMA Ixin Lingkuangan
kemialan ..o T | R R S

. Menvampaikan laporan pelaksanaan poersyaralan dan kewajiban

sebugaimana dimalesud dalam dikiam EREMPAT dan KELLMA,
puling sedikit. 1 [saty] kali dalam & [coam) bulan kepada Walikota
Meren molalui Kepala Dinas dengan ternbusan kepads instansi
vany membidangi lainmiya.

lzin Lingkungan ind herakhir apabila  pemmakarsa telah

mengakhini usaha dan/atid kogiatamnye, atau pomraliarsa
molalailean perubahuan atas usaha danfatau Eegiatunnya gesUal
dengan  kriteria perubahan yang tercantuim dalam Fasal S0
Peraturnn Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentany Izin
Lingkungan,

- Penangpung jawab nsaha dan/alan kegiaman wajib mengajukan

nermohonan perdbahan  izn ingkungan  apabila Lerjall
perubnhan atas rencand usaha dan/atau Kegiatannya dan/«lad
alch sebab lain sesuai dengan kriterio peTubahan yang tercantum
dalom Pasal 50 Pcraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Tzin Lingkungan.

: Apabila dalam pclaksanaan usaha dan/atan kegiatan, Linbul

dampak lngkungan hidup di aar dari dumpak yang dikelola
gebampimana dimaksud dalom diktum KETICA dan KEEMPAT,
pomrakorsa wajib scpera mclaporlean kepads instansi lerkailt,
sebagaiinana dimeksud dalum dilkium KEDELAPAN.
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KESEBRELAS - Trin Lingkumgan ini mulsi berlaku pada langgul ditelaplan,

Ditetapkan di Metro

Padu tangzal LN EEE

a.0, WALITEOTA METRO,
Hepala Dinas Linghungan Hidup
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Tembrasan ¢
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Lampiran V ; Peruturan Walikota Metro
Nomor 32 Tabun 2017

Tangeal : & cekba 2017

Brerdasarkan Persturan Pemerinlah Nomor 27 Tahut 2012 Pagal 1%
tentang Pengumuman lzin Linglungan divrmumlkan bahws

Pemralearsa
Bl . BW...... Kel.....Kege...._..Kkaola
Telah diterbitlean Txin Linglkungan dengan Noosseessseas pada
(=1 715511 PRSP SR PP FIPFEEPE . schubungan dengan ilu louni
mengharapkan tanggapan [ masukan darl masyarakat.

Tanggapsn/masukan di sampaikan paling  lambal e
setelah perpumumen ini ke alamat © Dinas Lingkungaa Hidup Kota
Metra, (. Tongkol Ex Rantor Pencrangan Kelurahan Yosorejo Koo
Metro Timuar.,

Atas perhatiannya dincapkan erima lkasih,
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Lampiran ¥l : Peraturan Waliloota Melro
MNomor - 332 Tahan 2017
Tangeal : Btk 3017

WALIKOTA METRO

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : FEPTS/D-10/...c00uus

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETIMUARN DOEUMEN

Menimbang

Mengingat

=

LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGEUNGAN

WALIKOTA METRO,

buhwa untuk pencrbiten Reokomendasi  URL-UPL dam
Rekomendasi Doliumen Pengelolaan Lingkuangsn Hidup melalui
pelimpahan wewenang dari Walikota Metro kepada Eepala [hnas
Lingkungan Hidup Kota Metro;

buhwa peanerbilan  Imn  Lingkungan melahi nelimpahan

wewenang dar Walikota Merro kepada Kepala Dinas Penanamern
Muodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud hurof a
dan b dintas, meka perlu ditetapkan dengan Kepulusan
Walilkota;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 lentang Pembxntulmn
Kabupaten Dat II Way Kanan, Kabupalen Dati 11 Lampung
Tinur dan Kotamadya Datl 1T Meteo;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200% tentang Perlindungan
dan Penpelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Momer 12 Tabun 2011 fentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undang:i;

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Doerah sebagaimana elah diubah beberapa kuli lerakbhir dengan
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015

Peraturan Pemmerintah Nomer 27 Tahun 2012 tentanyg Lsin
Lingkungay:;

Prramuran Menleri Negars Linglkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedomsn  Poiyusunan  Dolaumen Linglamgan
Hidup:

Peraturun Dacrah Kota Mcetro Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
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Mcnctapkan -

KESATE

REDUA

ERETIA

KEEMPAT

EELIMA

Tembulsan :

B, Peraturan Dacrah Kols Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentuang
Pombentulran dan Susunan Peranglat Dasrah Kota Metro;

MEMUTUSHAN:

: Pelimpahan  Wewenang Penandatanpanan  Persctgjuan Dokumen

Linglaumgan Hidup dan Iedin Lingloungan,

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Melre berhak menandaranpani

Rekomendasi untuk persetujuan dokumen UKL-UPL dan DFLH bagi
getiap jenis usaha danfatao kogialan,

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Salu Pintu

Kota Metro berhak menandatangani lzin Lingkungan berdasarkan
Eckomendasi UKL-UTPL tdnn TIPLIL

: Izin Lingkungan diterbitkan sebagai dasar dikeluarkannye lzin Usaha,

» Eepulusan ini mulai herlabu pade tangpal ditelapkan.

Diilelapkan di Motro
Pada tangoal %, -

WALIKOTA METRO,
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